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PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Mrs.

fq;Z)Jl C)LL?J*” dJJI (O
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara

Penetapan AHIi Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan

sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

..................................................................... , umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan ...........ccoceeiiiiiinnnn , bertempat kediaman di ................. ,
Lingkungan ................. , Kelurahan ................. , Kecamatan ............ ,

Kabupaten Maros. Dalam hal ini telah memberi kuasa

KePada ..o ,
ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat/Penasehat Hukum e beralamat
di , Kelurahan ... ,
Kecamatan .................. , Kota Makassar. Selanjutnya disebut

sebagai Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan
tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Maros di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Mrs.,
dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai

berikut:
1. Bahwa ....occoooiiiiiiiiiieeees telah meninggal pada tahun 1947
sebagaimana surat keterangan kematian
NO.coiiiiiieeiie s Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh
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Lurah ............. Demikian pula halnya ... juga
telah meninggal dunia pada Tahun 1906 sebagaimana Surat

Keterangan Kematian NO: ........ccoceeeiiiiiiieeieeiiinne, Tanggal 5 Januari
2018 yang dikeluarkan oleh Lurah ................

2. Bahwa semasa hidup alm. telah
melangsungkan pernikahan dengan almh. ... ,

dimana selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak, masing-masing bernama:

3. Bahwa . bin telah
meninggal dunia pada tahun 1893 sebagaimana Surat Keterangan

Kematian NO..........ccccoeeiiiiiiiinnns Tanggal 19 Agustus 2016 yang
dikeluarkan oleh Lurah . Demikian
halnNya ... telah meninggal pada

Tahun 1903 sebagaimana  Surat  Keterangan Kematian

NO: e Tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan
oleh Lurah ................

4. Bahwa semasa hidupnya alm.
...................................... bin .............eeeeeeeutelah menikah dengan
almh. (telah meninggal dunia pada tahun 1924
sebagaimana Surat Keterangan Kematian
NO: o Tanggal5 Januari 2018 yang dikeluarkan
oleh Lurah .............. ), dan selama dalam ikatan perkawina telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

5. Bahwa ......ccccccvvvveeeenn. bin . telah meninggal
dunia pada tahun 1930 sebagaimana Surat Keterangan Kematian
NO: v Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh

Lurah ............. Demikian pula ..........cccceevevneen.. telah meninggal dunia
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pada tahun 1920 sebagaimana Surat Keterangan Kematian

NO: e Tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan
oleh Lurah ................

6. Bahwa semasa hidupnya alm.
....................... bin ....etelah menikah  dengan
almh. ... dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama:

S e bin ..o

7. Bahwa ...cccooceeviiiiiiiiiiiiiee bin . telah meninggal

dunia pada tahun 1946 sebagaimana Surat Keterangan Kematian
NO: v Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh
Lurah ............. Demikian halnya ..................cceces telah meninggal
dunia pada tahun 1947 sebagaimana Surat Keterangan Kematian

NO: oo Tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh
Lurah .......ccc......

8. Bahwa semasa hidupnya alm.
.......................................... bin .....................telah  menikah dengan
almh. .., dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama:

S s DIN e

9. Bahwa ......cccociveiiiiiiieeee DN telah

meninggal dunia pada tahun 1984 sebagaimana Surat Keterangan
Kematian NO: ..o, Tanggal 2 Juli 2008 vyang
dikeluarkan oleh Lurah ................. Demikian pula .............. telah

meninggal dunia pada tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan

Kematian NO: ......cooovviiiiiiiiiinnnen, Tanggal 9 Januari 2018 yang
dikeluarkan oleh Lurah ................

10.Bahwa semasa hidupnya alm.
bin telah menikah dengan alm.
.............. sebagaimana Surat Keterangan Kematian
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NO: o Tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kelurahan ................. , Kecamatan ............ , Kabupaten
Maros dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

o, . PR (Pemohon).

11.Bahwa oleh karena semua ahli waris dari alm.

................................ telah meninggal dunia dan hanya
alm. DIN o, yang memiliki
keturunan langsung yang masih hidup
7= | | SR (Pemohon), maka

cukup beralasan apabila Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris
alm. bin yang
merupakan ahli waris dari alm. ...........cccccoeveeiinnenn.

12.Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari Pemohon

adalah untuk mengurus harta peninggalan alm.
............................... yang terletak  di Kampung
Desa .....ccccvvneeeen , Kecamatan ................. , Kabupaten Maros, Propinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana Rincik Kohir No. ............. atas
NAMA .eoeevieeciiieeeeiree e

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas,
dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon ke hadapan Ketua
Pengadilan Agama Maros berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa:

S —————— telah meninggal dunia pada tahun
1974.
S ——— telah meninggal dunia pada tahun
1906.
S bin telah

meninggal dunia pada tahun 1893.
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S telah meninggal dunia pada tahun

. 2SO telah meninggal dunia

S ——— telah meninggal dunia pada tahun 1920.

S ——— bin . telah  meninggal

dunia pada tahun 1984.

- telah meninggal dunia pada tahun 2009.
3. Menetapkan Pemohon
bin ..o adalah ahli waris dari alm. ........c.ccccoviiiiniinns
yang merupakan ahli waris dari alm. .............occccvveeiiiinnnn.n.

4. Membebankan biaya perkara berdasarkan undang-undang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
kuasanya hadir di muka persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan
akan menelusuri kembali secara lengkap anak keturunan dari
PEWArIS .....uveeeeeenes

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal
yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan akan
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mencabut perkaranya dengan alasan akan menelusuri kembali secara
lengkap anak keturunan dari pewaris ................. , karena itu maka
berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan Pemohon
tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan
Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor
53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon.
Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Mrs. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26
Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1439 H,
oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr.
Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,, M.HI., dan Deni Irawan, S.HIl., M.S.l,
masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua majelis,
ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.
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Hakim anggota |, Hakim anggota I,
ttd ttd
Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan Rp  30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp 125.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.
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